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RINGKASAN 
 

 

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah 

Kabupaten Situbondo menggunakan pedoman Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 

(SPBE), Wildan Zainul Faki, 152410101007; 2019, 77 Halaman; Fakultas Ilmu 

Komputer, Universitas Jember. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Sistem Pemerintah 

Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan Pemerintah dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk 

mewujudkan proses kerja yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dari 

fungsinya yang sangat membantu proses pelayanan di Pemerintah daerah, maka perlu 

adanya evaluasi guna mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di 

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Kegiatan Evaluasi SPBE dilaksanakan 

berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Evaluasi SPBE yang mencakup domain tata kelola SPBE, layanan SPBE dan 

kebijakan SPBE. 

Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten 

Situbondo sebesar 2.79. Hasil asesmen tersebut berada di antara 2.6 - < 3.5 yang 

menujukkan kualitas SPBE berada dikategori BAIK. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan langkah awal dari penulisan tugas akhir. Bab ini berisi 

tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan batasan masalah. 

1.1 Latar Belakang 
 

Kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

berpengaruh secara global kepada seluruh masyarakat. Salah satu dampak positif 

kemajuan dari perkembangan di dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

dalam lingkup pemerintah ialah munculnya Electronic Government atau yang disebut 

juga e-Government (Holle, 2011). E-Government dikenal dengan istilah yang 

berbeda-beda seperti electronic government, electronic governance, digital 

government, online government, eGov dan lain-lain (Gronlun, 2004). E-Government 

merupakan suatu bentuk proses pemanfaatan teknologi informasi yang membantu 

pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya yang diharapkan dapat 

meningkatkan hubungan dengan pihak luar (Somantri & Hasta, 2017). 

Pemerintah di dunia secara berkelanjutan menggunakan e-Government untuk 

transformasi penyampaian layanan publik, meningkatkan interaksi antara warga dan 

pemerintah, menyederhanakan komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah, 

meningkatkan efisiensi organisasi publik, dan penghematan uang pembayaran pajak 

(Gauld, 2010). E-Government ialah sebuah sistem yang mengintegrasikan instansi-

instansi pemerintah, serta untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses 

berbagai informasi yang dibutuhkan (Yogiswara, Noak, & Winaya, 2014). 

Riset terkait penggunaan Teknologi Informasi dan Komuniasi di Pemerintahan 

telah banyak dilakukan yang mana secara umum e-government didefinisikan sebagai 

pemanfaatan TIK oleh instansi dalam menjalankan pengelolaan serta penyediaan 

layanan publik (Damanik & Purwaningsih, 2017). Penerapan e-government di 

Indonesia telah didukung oleh terbitnya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 

2003. Isi dari Inpres tersebut menekankan pada pentingnya pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) dalam suatu pemerintah (Marudur & Erisva, 2017). 

Menindaklanjuti Inpres tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 95 
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Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tersebut maka Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertindak sebagai eksekutor 

menetapkan peraturan Menteri PANRB nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman 

evaluasi SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, 2018).  

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang 

berbunyi “Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE 

adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE”, maka perlu 

dilakukannya evaluasi secara berkala untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE 

yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level). Kegiatan Evaluasi SPBE 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya 

mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE dan kebijakan SPBE (Birokrasi 

Reformasi, 2018). 

Menurut Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto dalam rapat koordinasi Meuju 

Situbondo Kota Pintar yang dibagikan oleh portal berita Times Indonesia bahwa 

Pemerintah Kabupaten Situbondo sedang mulai menerapkan e-government yang 

selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat terutama dalam hal kinerja, efektifitas dan efisiensi 

diseluruh sektor pemerintahan Kabupaten Situbondo dengan program bernama 

Situbondo Smart Society. Berdasarkan Laporan Pekerjaan Kegiatan Survei 

Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi pada Seluruh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2016 Kabupaten Situbondo terdapat 78 aplikasi 

SKPD Pemerintah Kabupaten Situbondo. Beberapa contoh aplikasi tersebut adalah 

Sistem Informasi Tata Naskah (SITA), Aplikasi Pengusulan Satya Lancana Karya 

Satya, Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), Sistem Informasi 

Perencanaan Berbasis Akrual (SIRKA) dan lain lain. 78 aplikasi tersebut memiliki 

rincian 15 buat sendiri, 27 dari kementrian, 35 dari pihak ketiga dan 1 dari dinas 

provinsi. Berdasarkan data Dinas Komunikasi Informatika dan Kesandian, 
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perkembangan pelaksanaan pilot project perkembangan infrastruktur TIK Kabupaten 

Situbondo untuk program “Smart Society” telah mencapai 43 SKPD, 17 Kecamatan, 

4 Kelurahan dan 1 Desa. Selain itu ada 65 titik internet seluruh Situbondo dan 30 

titik wifi khusus untuk masyarakat umum (timesindonesia.co.id /read/157435/ 

20170927/134242/situbondo-tingkatkan-pelayanan-dasar-melalui-program-smart-

society/. 2017).   

Penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo masih mengalami 

sejumlah kendala, seperti pengelolaan infrastruktur TIK di 46 SKPD Pemerintah 

Kabupaten dirasa masih kurang baik karena masih belum memenuhi beberapa 

indikator kelayakan, sumber daya manusia pada bidang TIK dirasa masih kurang 

baik serta sosialisasi dan koordinasi antar bagian atau lembaga terkait (Dinas 

Komunikasi Informatika dan Kesandian, 2016) 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk 

mengevaluasi tingkat kematangan dengan melakukan evaluasi SPBE berdasarkan 

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman Evaluasi SPBE 

dengan harapan hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur 

progress penerapan dan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo. 

Peneliti pada penelitian ini berperan sebagai evaluator eksternal, yang merupakan 

evaluasi yang diselenggarakan oleh staf  yang di luar pelaksanaan program, evaluator 

eksternal lebih efektif karena independen dan mengambil pandangan objektif pada 

persoalan yang terjadi (Sanders & Sullins, 2006). Penelitian ini diharapkan dapat 

membantu untuk mengetahui komponen apa saja yang kurang  dari implementasi 

SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk 

menyiapkan dan menguji kesiapan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam 

menghadapi evaluasi SPBE sesungguhnya yang akan dilakukan oleh Kementrian 

PAN-RB. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Rumusan Masalah dalam penelitian 

ini adalah 
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1. Bagaimana tingkat kematangan implementasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten 

Situbondo? 

2. Aspek apa saja yang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi 

tingkat kematangan SPBE? 

3. Apa rekomendasi perbaikan untuk implementasi SPBE Pemerintah Kabupaten 

Situbondo berdasarkan hasil evaluasi? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat kematangan implementasi SPBE di Pemerintah 

Kabupaten Situbondo. 

2. Untuk mengetahui aspek yang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan hasil 

evaluasi tingkat kematangan SPBE. 

3. Untuk rekomendasi perbaikan untuk implementasi SPBE Pemerintah Kabupaten 

Situbondo berdasarkan hasil evaluasi. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Akademis 

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan hasil yang mampu 

memberikan masukan informasi yang terkait dengan judul penelitian kepada 

pembaca pada umumnya. 

2. Bagi Peneliti 

Mengetahui bagaimana proses penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 

untuk mengevaluasi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. 

3. Bagi Objek Penelitian 

Mengetahui kesiapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di 

Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan nilai indeks SPBE. 
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1.5 Batasan masalah 

Beberapa hal yang membatasi penelitian ini, adalah : 

1. Objek penelitian adalah Sistem Pemeritah Berbasis Elektronik (SPBE) 

Pemerintah Kabupaten Situbondo. 

2. Instrumen pengukuran kuesioner pada penelitian yaitu menggunakan pedoman 

evaluasi SPBE yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 

2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. 

3. Metode asesmen/evaluasi yaitu dengan wawancara menggunakan kuesioner 

yang berupa dokumen, pengumpulan bukti bukti pendukung, dan observasi 

langsung. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pada bagian ini terdiri dari tinjauan pustaka terkait teori – teori yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

2.1  E-Government 

E-Government secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan 

layanan pemerintah tradisional. Lebih spesifik lagi, e-government adalah penggunaan 

teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan – kegiatan pemerintah yang 

bertujuan untuk meningkatkat efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan (Lee, 

2009). E-government juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi 

berdasarkan WEB (jaringan), komunikasi internet, dan dalam kasus tertentu 

merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas 

akses ke dan atau dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada 

penduduk, dunia usaha, pencari kerja,dan pemerintah lain, baik intansional maupun 

antar Negara (Mustopadidjaja, 2003) 

Tujuan dari e-government ialah penyampaian layanan pemerintah kepada 

masyarakat dengan lebih efektif. Umumnya semakin banyak layanan online yang 

tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar 

dampaknya terhadap e-government. Dengan demikian e-government membutuhkan 

critical mass dari e-citizen dan e-businesses untuk menghasilkan dampak 

berkelanjutan melebihi transparansi dan efisiensi internal pemerintah. (Lee, 2009) 

Di Indonesia inisiatif  kearah e-government telah diperkenalkan sejak tahun 

2001 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika 

(Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat 

pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good 

governance dan mempercepat proses demokrasi. Keluarnya Intruksi Presiden RI 

Nomor 3 tahun 2003, intruksi tersebut menyebutkan kebijakan dan strategi nasional 

pengembangan e-Government. 
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Menurut The Worid Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), 

E-Government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi 

untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transfaransi dan akuntabilitas 

Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. 

2.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang 

berbunyi “Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE 

adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE”. Pengguna SPBE 

adalah semua pengguna yang memanfaatkan layanan SPBE seperti Pemerintahan, 

masyarakat, dan pelaku usaha (Birokrasi Reformasi, 2018). Dari fungsinya yang 

sangat membantu proses pelayanan di Pemerintah daerah, maka perlu adanya 

evaluasi guna mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di Instansi 

Pusat dan Pemerintah Daerah. 

2.3 Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 

Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang 

dilakukan oleh evaluator terhadap pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan 

Pemerintah daerah (Kementerian PANRB,2018). Tujuan dilakukannya evaluasi 

SPBE adalah mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat 

dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas 

pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan SPBE pada instansi Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Pedoman Evaluasi SPBE, 2018). 

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan 

(maturity level) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola 

SPBE, dan domain Layanan SPBE. Tahapan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan 

Pemerintah Daerah adalah Perencanaan, yaitu mempersiapkan instrument evaluasi, 

mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi; pelaksanaan, yaitu 

melakukan pengumpulan data melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau 
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observasi lapangan, serta melakukan penilaian atas hasil pengumpulan data; dan 

pelaporan, yaitu menyusun hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan (Birokrasi 

Reformasi, 2018). 

Metode tingkat kematangan pada evaluasi SPBE dikembangkan berdasarkan 

model – model tingkat kematangan yang telah di praktikkan secara luas yaitu 

pertama CMM/CMMI (Capability Maturity Model/CMM Integration) yang 

merupakan model yang mengukur dari aspek tingkat kematangan proses 

pengembangan piranti lunak. Kemudian kedua ada E-Government Maturity Models 

merupakan model tingkat kematangan yang mengukur evolusi SPBE dari aspek 

fungsionalitas dan kapabilitas teknis (Pedoman Evaluasi SPBE, 2018) 

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu 

rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan 

tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu 

informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum. Setiap tingkat (level) 

memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan antara 

tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat (level) yang lebih 

tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang lebih rendah (Kementerian 

PANRB,2018). 

2.4 RACI Chart 

RACI charts adalah cara untuk mencari responden yang tepat sesuai yang 

dibutuhkan untuk menjadi narasumber. Langkah pertama dalam tahap pengumpulan 

pengolahan dan analisa data yaitu pemetaan dalam bentuk diagram RACI charts 

(Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed ) dimana responsible yang 

berarti penanggungjawab atau orang yang bertanggung jawab, accountable  yang 

berarti pemilik kewenangan untuk menyetujui atau menerima pelaksanaan, consulted 

yang berarti pemberi konsultasi atau saran, dan Informed yang berarti penerima 

informasi atau yang harus diberi informasi atau yang harus mengetahui 

perkembangan dari suatu kegiatan yang dilakukan (G. Wirayudha, 2014). 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 
 

Tahap ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis 

data pada penelitian ini. 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data – data yang 

berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama 

mengenai apa yang sudah di teliti (Kasiram, 2008).  

3.2 Objek Penelitian 

Pada penelitian ini objek yang di teliti merupakan Sistem Pemerintah Berbasis 

Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Situbondo. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian di lakukan di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2019. Penelitian ini akan lebih 

banyak dilakukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Kesandian Kabupaten 

Situbondo. Pemilihan SKPD Dinas Komunikasi Informatika dan Kesandian sebagai 

SKPD yang bertanggung jawab penuh mengenai perencanaan, pengimplementasian, 

dan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo. 

3.4 Tahapan Penelitian 

 Tahapan penelitian merupakan urutan langkah penelitian yang dilakukan. 

Gambaran tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 3.1 Alur tahapan kegiatan 

3.4.1 Studi Literatur 

Kegiatan studi literatur dilaksanakan dengan tujuan mengumpulkan data 

sebagai dasar penelitian dan pembahasan penyusunan dasar teori yang digunakan. 

Daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber penelitian ini berupa jurnal, buku 

pedoman evaluasi SPBE, dan karya tulis ilmiah dari penelitian yang terdahulu. 

3.4.2 Penyusunan Instrumen Pengukuran 

Penyusunan instrumen pengukuran pada penelitian ini berdasarkan indeks 

Evaluasi SPBE untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan SPBE di 

Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan 

melalui struktur penilaian yang terdiri dari : 

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai, 

2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai, 

3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang 

dinilai. 
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Sebuah domain terdiri satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari 

atau beberapaindikator yang bisa dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Domain, aspek  dan indikator penilaian SPBE 

Domain 1 Kebijakan Internal SPBE  

Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 

Indikator 1 Kebijakan Internal tim pengarah SPBE instansi 

Pemerintah 

Indikator 2 Kebijakan Internal inovasi proses bisnis terintegrasi  

Indikator 3 Kebijakan Internal rencana induk SPBE instansi 

Pemerintah 

Indikator 4 Kebijakan Internal anggaran dan belanja TIK 

Indikator 5 Kebijakan Internal pengoperasian pusat data 

Indikator 6 Kebijakan Internal integrasi sistem aplikasi 

Indikator 7 Kebijakan Internal penggunaan aplikasi umum berbagi 

pakai 

Aspek 2 Kebijakan Internal layanan SPBE 

Indikator 8 Kebijakan Internal layanan naskah dinas 

Indikator 9 Kebijakan Internal layanan manajemen kepegawaian 

Indikator 10 Kebijakan Internal layanan manajemen perencanaan 

dan penganggaran 

Indikator 11 Kebijakan Internal layanan manajemen keuangan 

Indikator 12 Kebijakan Internal layanan manajemen kinerja 

Indikator 13 Kebijakan Internal layanan pengadaan 

Indikator 14 Kebijakan Internal layanan pengaduan publik  

Indikator 15 Kebijakan Internal layanan dokumentasi dan informasi 

hukum 

Indikator 16 Kebijakan Internal layanan whistle blowing system 

Indikator 17 Kebijakan Internal layanan publik instansi Pemerintah 

Domain 2 Tata Kelola SPBE 

Aspek 3 Kelembagaan  

Indikator 18 Tim pengarah SPBE instansi Pemerintah 

Indikator 19 Inovasi proses bisnis terintegrasi 

Aspek 4 Strategi dan Perencanaan 

Indikator 20 Rencana induk SPBE instansi Pemerintah  

Indikator 21 Anggaran dan belanja TIK 

Aspek 5  Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Indikator 22 Pengoperasian pusat data 

Indikator 23 Integrasi sistem aplikasi 

Indikator 24  Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai 

Domain 3  Layanan SPBE 

Aspek 6  Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis 
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Elektronik 

Indikator 25  Layanan naskah dinas 

Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian 

Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan 

Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran 

Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan 

Indikator 30  Layanan Manajemen Kinerja 

Indikator 31 Layanan Pengadaan 

Aspek 7  Layanan Publik Berbasis Elektronik 

Indikator 32 Layanan pengaduan publik 

Indikator 33 Layanan dokumentasi dan informasi hukum 

Indikator 34 Layanan whistle blowing system 

Indikator 35 Layanan publik instansi Pemerintah 
 

3.4.2.1 Tingkat kematangan kapabilitas proses 

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses diterapkan pada domain tata 

kelola SPBE dan domain kebijakan internal SPBE. Karakteristik tingkat kematangan 

dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.2. tingkat kematangan pada domain tata kelola SPBE dan kebijakan internal 

SPBE 

Tingkat (level) Karakteristik  

0 – tidak ada  Kebijakan internal belum tersedia atau masih 

berbentuk konsep 

1 – Rintisan Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu waktu, tidak 

terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan dan 

hasil tidak terprediksi. 

2 – Terkelola Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar - dasar 

manajemen yang telah di denifisikan dan di 

dokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar 

masing – masing unit organisasi. 

Kebijakan internal telah dilegasasi, namun 

pengaturannya bersifat parsial atau sektoral. 
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3 – Terstandarisasi Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan 

terstandarisasi oleh semua unit organisasi terkait. 

Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata 

kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum 

mengatur keselarasan antar proses tata kelola. 

4 – terintegrasi dan 

terukur 

Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan 

proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara 

kuantitatif. 

Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar 

proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja 

proses tata kelola tersebut. 

5 – Optimum  Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan 

kualitas secara berkesinambungan. 

Kebijakan internal telah mengatur  mekanisme evaluasi 

berkelanjutan dan manajemen perubahan. 

 

3.4.2.2 Tingkat kematangan kapabilitas fungsi SPBE 

Tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi SPBE diterapkan pada domain 

layanan SPBE. Karakteristik tingkat kematangan dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Tingkat kematangan pada domain layanan SPBE 

Tingkat  Kriteria  

1 – Informasi Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi 

satu 

arah. 

2 – Interaksi  Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua 

arah. 

3 – Transaksi Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran 

informasi 
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dan layanan. 

4 – Kolaborasi Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan 

layanan SPBE lain. 

5 – Optimalisasi Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap 

perubahan 

kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. 

 

3.4.3 Pembuatan RACI Chart 

Pembuatan RACI dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari calon 

responden yang tepat sesuai yang dibutuhkan atau yang berwenang untuk menjadi 

informan atau narasumber dalam memperoleh data dengan evaluasi dokumen, 

wawancara dan observasi langsung. 

3.4.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan evaluasi dokumen, 

wawancara dan observasi langsung yang menggunakan pedoman Evaluasi SPBE 

yang dikeluarkan oleh Kementrian PANRB yang bertujuan untuk mengukur tingkat 

kematangan suatu SPBE. 

3.4.5 Analisis Data 

Setelah data terkumpul semua, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data 

yaitu perhitungan untuk menentukan penilaian tingkat kematangan dan bobot serta 

menentukan nilai indeks secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada setiap 

indicator SPBE.  

Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut : 

1. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu) 

2. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua) 

3. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga) 
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4. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat) 

5. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima) 

 Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan yang 

berbeda. Secara total domain layanan SPBE diberikan nilai bobot 55%, domain tata 

kelola SPBE diberi nilai bobot 28%, dan domain kebijakan internal SPBE diberi nilai 

bobot 17%. Demikian pula, setiap aspek dari sebuah domain diberikan nilai bobot 

yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot setiap domain dan aspek 

dapat dilihat pada Tabel 3.4. Sedangkan nilai bobot setiap indikator dapat dihitung 

dari nilai bobot sebuah aspek dibagi dengan jumlah indikator pada aspek tersebut. 

Tabel 3.4. Bobot domain dan aspek 

Domain dan Aspek Penilaian Jumlah 

Indikator 

Total 

bobot 

Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE 17 17% 

Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 7 7% 

Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE 10 10% 

Domain 2 – Tata Kelola SPBE 7 28% 

Aspek 3 – Kelembagaan 2 8% 

Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan 2 8% 

Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi 3 12% 

Domain 3 – Layanan SPBE 11 55% 

Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

7 35% 

Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik 4 20% 

 

Nilai indeks tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan beberapa 

kategori yang disajikan pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5. kategori indeks SPBE 
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No  Nilai indeks Kategori 

1 4,2 – 5,0 Memuaskan  

2 3,5 - < 4,2 Sangat Baik 

3 2,6 - < 3,5 Baik  

4 1,8 - < 2,6 Cukup  

5 < 1,8 Kurang  

 

3.4.6 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tindak lanjut hasil analisis data sekaligus 

pemaparan hasil analisis data. Pada penilitian ini hasil analisis data adalah indeks 

yang digunakan untuk menghitung nilai tingkat kematangan pada setiap indikator. 

Dengan demikian isi dari penarikan kesimpulan ini adalah mengetahui tingkat 

kematangan implemetasi SBPE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, aspek-aspek 

yang perlu dilakukan pernaikan berdasarkan hasil evaluasi tingkat kematangan 

SPBE serta merekomendasikan perbaikan implementasi SPBE Pemerintah 

Kabupaten Situbondo. 
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BAB 5 PENUTUP 
 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran peneliti mengenai penelitian 

yang telah dilakukan. Kesimpulan dan saran diharapkan dapat membantu dan 

digunakan sebagai saran perbaikan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Persandian Kabupaten Situbondo dan sebagai acuan untuk peneliti pada penelitian 

selanjutnya. 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil analisa dan penelitian yang telah dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti nilai indeks 

SPBE yang diperoleh dari asesmen yang dilakukan oleh peneliti 

mendapatkan nilai 2.7925. Berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan kualitas SPBE pada kategori BAIK. 

2. Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa indikator yang perlu adanya 

perbaikan dan penambahan yaitu  

a. Pada indikator 1, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal terkait Tim 

Pengarah SPBE harus mencakup tugas - tugas yang sudah terintegrasi 

antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antar Instasi Pusat 

dan 2) Kebijakan internal tersebut di pantau, dinilai dan dievaluasi 

secara berkala. 

b. Pada indikator 2, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan yaitu 1) Terdapat dan sudah ditetapkannya 

Kebijakan Internal yang mendukung adanya Standarisasi proses bisnis, 

2) Adanya kebijakan khusus terkait alur kerja atau proses bisnis yang 

terintegrasi, karena pada bukti yang ada hanya menyangkut sistem 

aplikasi terintegrasi tanpa adanya alur kerja, dan 3) Kebijakan internal 

tersebut harus dinilai, dipantau dan dievaluasi secara berkala. 
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c. Pada indikator 3, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal yang ada harus 

mampu mencakup semuadari visi, misi, arsitektur, dan peta jalanSPBE, 

2) Kebijakan internal harus mencakup adanya integrasi dan 3) 

Kebijakan internal harus dievaluasi secara berkala terkait rencana induk 

yang ada. 

d. Pada indikator 4, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan yaitu 1) Membuat dan mengesahkan 

Kebijakan Internal terkait Perencanaan dan Penganggaran TIK, 2) 

Kebijakan Internal yang ada harus mencakup seluruh muatan dari 

rencana induk, 3) Kebijakan internal yang ada harus memiliki integrasi 

dengansistem lain, dan 4) Kebijakan internal harus dievaluasi, karena 

bukti yang ada hanya berupa laporan pertahun tanpa ada kebijakan 

tertulis tentang perencanaan dan pengganggaran TIK. 

e. Pada indikator 5, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup 

integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijkan harus evaluasi secara 

berkala. 

f. Pada indikator 6, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup 

integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijkan internal harus mencakup 

proses evaluasi secara berkala. 

g. Pada indikator 7, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup 

seluruh penggunaan disemua instansi, 2) Kebijakan Internal yang ada 

harus mencakup integrasi dengan sistem lain dan 3) Kebijakan internal 

yang ada harus dievaluasi secara berkala. 

h. Pada indikator 8, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup 
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integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijkan harus evaluasi secara 

berkala. 

i. Pada indikator 9, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup 

integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijkan harus evaluasi secara 

berkala. 

j. Pada indikator 10, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup 

seluruh penggunaan disemua instansi, 2) Kebijakan Internal yang ada 

harus mencakup integrasi dengan sistem lain dan 3) Kebijakan internal 

yang ada harus dievaluasi secara berkala. 

k. Pada indikator 12, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup 

integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijkan harus evaluasi secara 

berkala. 

l. Pada indikator 16, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup 

integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijkan harus evaluasi secara 

berkala.  

m. Pada indikator 19, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan yaitu 1) Membuat dan mengesahkan Proses 

bisnis (alur kerja) yang terintegrasi, 2) Proses bisnis (alur kerja) yang 

ada harus diterapkan diseluruh instansi pusat atau pemerintah, 3) Proses 

bisnis (alur kerja) yang ada harus memiliki integrasi dengan sistem lain, 

dan 4) Proses bisnis (alur kerja) harus dikembangkan dari hasil evaluasi 

yang dilakukan secara berkala. 

n. Pada indikator 20, Untuk mencapai level maksimum maka perlu adanya 

perbaikan dan penambahan yaitu 1) Dokumen rencana induk harus 

memuat seluruh  muatan seperti visi, misi, arsitektur serta peta jalan, 2) 

Pelaksanaan peta jalan rencana induk SPBE secara konsisten pada 3 
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tahun mendatang dan 3) Butuh adanya sebuah pemantauan dan evaluasi 

secara berkala. 

o. Pada indikator 21, Untuk mencapai level maksimum maka perlu adanya 

perbaikan dan penambahan pada 1) Membat sebah perencanaan dan 

penganggaran yang tertuang dalam rencana kerja tahunan yang 

dikonsultasikan dengan pengelola TIK, 2) perencanaan dan 

penganggaran TIK yang ada harus memiliki integrasi dengan sistem 

lain dan 3) adanya hasil evaluasi dari perencanaan dan penganggaran 

TIK ini dapat menjadi masukan perbaikan. 

p. Pada indikator 23, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan pada 1) penambahan integrasi sistem yang 

dapat dinilai, dikendalikan, dan dievaluasi, 2) adanya tindakan seperti 

evaluasi serta pengembangan dari integrasi sistem aplikasi tersebut. 

q. Pada indikator 24, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan seperti 1) sudah digunakan diseluruh 

instansi pemerintah terkait aplikasi umum berbagi pakai, 2) adanyanya 

tindakan pengendalian, penilaian dan evaluasi, dan 3) adanya hasil 

evaluasi yang digunakan untuk proses peningkatan. 

r. Pada indikator 26, Untuk mencapai level maksimum, perlu adanya 

perbaikan dan penambahan seperti 1) kolaborasi dengan dengan suatu 

layanan SPBE atau adanya integrasi dengan layanan SPBE serta adanya 

2) usaha peningkatan terus menerus sesuai perubahan lingkungan, 

teknologi dan kebutuhan instansi. 

s. Pada indikator 29, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan sseperti 1) layanan kolaborasi dan integrasi 

dengan layanan SPBE instnasi pemerintah lainnya seperti Kementrian 

Keuangan dan 2) melakukan peningkatan sistem keuangan dengan 

menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan 

kebutuhan instansi. 
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t. Pada indikator 30, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan seperti 1) layanan kolaborasi yang 

terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen 

penganggaran, RKPD dan sebagainya serta 2) sistem yang ada dapat 

terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadapt perubahan 

lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi. 

u. Pada indikator 34, Untuk mencapai level maksimum perlu perbaikan 

dan penambahan seperti 1) adanya kolaborasi dengan sistem lain 

seperti manajemen kinerja atau dengan sistem SPBE lainnya dan 2) 

sistem yang ada dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan 

terhadapt perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi. 

v. Pada indikator 35, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan seperti 1) sistem dapat merespon kepada 

pengguna yang berkaitan dengan permohonan pelayanan, 2) adanya 

kolaborasi dan integrasi serta 3) sistem pelayanan publik tersebut dapat 

ditingkatkan berdasarkan perubahan lingkungan, teknologi dan 

kebutuhan instansi. 

w. Pada indikator 36, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan fitur seperti 1) penambahan fitur yang 

mampu melakukan proses layanan interaksi dan transaksi, 2) adanya 

kolaborasi dan integrasi, serta 3) sistem pelayanan public tersebut dapat 

ditingkatkan berdasarakan perubahan lingkungan, teknologi dan 

kebutuhan instansi.  

x. Pada indikator 37, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya 

perbaikan dan penambahan seperti 1) sistem dapat merespon kepada 

pengguna yang berkaitan dengan permohonan pelayanan, 2) adanya 

kolaborasi dan integrasi serta 3) sistem pelayanan publik tersebut dapat 

ditingkatkan berdasarkan perubahan lingkungan, teknologi dan 

kebutuhan instansi. 
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5.2 Saran Pengembangan Penelitian 

Adapun saran yang ditujukan untuk memberikan masukan yang lebih baik 

yaitu sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa indikator dibawah level 

3 yang dibuat untuk memperbaiki kekurangan yang ada sehingga mampu 

mencapai level yang maksimal. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan kombinasi beberapa alat 

ukur serta bisa menggunakan metode lain. 
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